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Judul SOP

~—~Mediasi Penyelesaian Perselisihan
Hubungan Industrial

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. | Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
Menjadi Undang-Undang;

2. | Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja Menjadi Undang-Undang;

3. | Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2004 tentang Penyelesaian
Perselisihan Hubungan Industrial;

4. Permenakertrans Nomor 17 Tahun
2014 tentang Pengangkatan dan
Pemberhentian Mediator Hubungan
Industrial serta Tata Kerja Mediasi;

5. | Permenakertrans Nomor 31 Tahun
2008 tentang Pedoman Penyelesaian
Perselisihan Hubungan  Industrial
Melalui Perundingan Bipartit;

1. Pendidikan minimal sarjana atau diploma empat bidang
ilmu hukum, ekonomi, manajemen, administrasi, sosial
politik, psikologi, relasi industri, atau humaniora;

2. Mempunyai kemampuan untuk mengoperasionalkan
komputer dan akses internet;

3. Memiliki pengetahuan dan pengalaman dibidang
Ketenagakerjaan,

4. Mempunyai kemampuan dalam Teknologi Informatika.

melaksanakan mediasi sesuai dengan ketentuan

peraturan  perundang-undangan, maka akan

6. | Peraturan Daerah  Kabupaten
Temanggung Nomor 5 Tahun 2022
tentang Pelayanan
Ketenagakerjaan.
" Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
N i 1. Ruang Pelayanan, Ruang Mediasi/Kaukus, Ruang Rapat;
2. Alattulis (kertas, bolpoint);
3. Komputer,
4. Printer;
5. Jaringan Internet; dan
6. LCD Proyektor.
Peringatan Pencatatan dan Pendataan
Apabila Mediator Hubungan Industrial tidak | 1. Tidak ada Perjanjian Bersama;

2. Anjuran Mediator kurang jelas.

berdampak pada hasil mediasi.
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Judul SOP

L V(Pencatafan LKS Bipartit

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. | Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan  Peraturan  Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
Menjadi Undang-Undang;

2. | Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja Menjadi Undang-Undang;

3: Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan

1. Pendidikan minimal sarjana atau diploma empat bidang
ilmu hukum, ekonomi, manajemen, administrasi, sosial
politik, psikologi, relasi industri, atau humaniora;

2. Mempunyai kemampuan untuk mengoperasionalkan
komputer dan akses internet;

3. Memiliki pengetahuan dan pengalaman dibidang
Ketenagakerjaan;

4, Mempunyai kemampuan dalam Teknologi Informatika.

Transmigrasi Nomor
PER.32/MEN/XII/2008 tentang Tata
Cara Pembentukan dan Susunan
Keanggotaan Lembaga Kerjasama
Bipartit; dan
4. Peraturan Daerah  Kabupaten
Temanggung Nomor 5 Tahun 2022
tentang Pelayanan
Ketenagakerjaan.
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
1. Ruang Pelayanan, Ruang Mediasi/Kaukus, Ruang Rapat;
2. Alattulis (kertas, bolpoint);
3. Komputer;
4. Printer; dan
5. Jaringan Interet.
Peringatan Pencatatan dan Pendataan
Apabila Mediator Hubungan Industrial tidak | Dokumen Bukti Pencatatan LKS Bipartit yang diterbitkan tidak

melakukan pencatatan LKS Bipartit sesuai
dengan  ketentuan  peraturan  perundang-
undangan, maka akan berdampak pada dokumen
Bukti Pencatatan LKS Bipartit yang diterbitkan.

sesuai.
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Pe\ﬁtalé\_)_gﬂké’t Pekerja/Serikat Buruh

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. Undang-undang Nomor 21 tahun 1. Pendidikan minimal sarjana atau diploma empat bidang
2000 tentang Serikat ilmu hukum, ekonomi, manajemen, administrasi, sosial
Pekerja/Serikat buruh; politik, psikologi, relasi industri, atau humaniora;

2. Mempunyai kemampuan untuk mengoperasionalkan

2. | Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 komputer dan akses internet;
tentang Ketenagakerjaan sebagaimana 3. Memiliki pengetahuan dan pengalaman dibidang
telah diubah dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan;

Nomor 6 Tahun 2023 tentang 4. Mempunyai kemampuan dalam Teknologi Informatika.
Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 2

Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi

Undang-Undang;

3. | Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja Menjadi Undang-Undang;

4. Keputusan Menteri
Ketenagakerjaan Nomor
Kep.16/Men/2001 tentang Tata
Cara Pencatatan Serikat
Pekerja/Serikat Buruh;
5. Peraturan Daerah Kabupaten
Temanggung Nomor 5 Tahun 2022
tentang Pelayanan
Ketenagakerjaan.
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
1. Ruang Pelayanan, Ruang Mediasi/Kaukus, Ruang Rapat;
2. Alattulis (kertas, bolpoint);
3. Komputer;
4. Printer,
5. Jaringan Internet; dan
6. LCD Proyektor
Peringatan Pencatatan dan Pendataan
Apabila Mediator Hubungan Industrial tidak Dokumen Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang

melakukan pencatatan Serikat Pekerja/Serikat
Buruh sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan, maka akan berdampak
pada dokumen Pencatatan Serikat
Pekerja/Serikat Buruh yang diterbitkan.

diterbitkan tidak sesuai.
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Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan  Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
Menjadi Undang-Undang;

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja Menjadi Undang-Undang;

Peraturan Pemerintah Nomor 36
Tahun 2021 tentang Pengupahan;

1. Pendidikan minimal sarjana atau diploma empat bidang
ilmu hukum, ekonomi, manajemen, administrasi, sosial
politik, psikologi, relasi industri, atau humaniora;

2. Mempunyai kemampuan untuk mengoperasionalkan
komputer dan akses internet;

3. Memiliki pengetahuan dan pengalaman dibidang

Ketenagakerjaan,
4. Mempunyai kemampuan dalam Teknologi Informatika.

Apabila Mediator Hubungan

Industrial tidak

melakukan verifikasi dan evaluasi terhadap materi
Peraturan Perusahaan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan,
berdampak pada SK Pengesahan Peraturan

maka akan

tidak sesuai.

Peraturan Menteri

ketenagakerjaan Nomor 28 Tahun

2014 tentang Tata Cara

Pembuatan dan Pengesahan

Peraturan Perusahaan serta

Pembuatan dan Pendaftaran

Perjanjian Kerja Bersama;

Peraturan Daerah Kabupaten

Temanggung Nomor 5 Tahun 2022

tentang Pelayanan

Ketenagakerjaan.

Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
1. Ruang Pelayanan, Ruang Mediasi/Kaukus, Ruang Rapat;
2. Alattulis (kertas, bolpoint);
3. Komputer;
4. Printer;
5. Jaringan Intemnet; dan
6. LCD Proyektor
Peringatan Pencatatan dan Pendataan

Dokumen SK Pengesahan Peraturan Perusahaan yang diterbitkan

Perusahaan yang diterbitkan.
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Dasar Hukum

1. | Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
Menjadi Undang-Undang,

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja Menjadi Undang-Undang;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 36
Tahun 2021 tentang Pengupahan;

4. | Peraturan Menteri
ketenagakerjaan Nomor 28 Tahun
2014 tentang Tata Cara
Pembuatan dan Pengesahan
Peraturan Perusahaan serta
Pembuatan dan Pendaftaran
Perjanjian Kerja Bersama;

5. | Peraturan Daerah Kabupaten
Temanggung Nomor 5 Tahun 2022

Kuahfikasn Pelaksana

| 1. Pendidikan minimal sarjana atau diploma empat bidang

ilmu hukum, ekonomi, manajemen, administrasi, sosial
politik, psikologi, relasi industri, atau humaniora;

2. Mempunyai kemampuan untuk mengoperasionalkan
komputer dan akses internet;

3. Memiliki pengetahuan dan pengalaman dibidang
Ketenagakerjaan;

4. Mempunyai kemampuan dalam Teknologi Informatika.

tentang Pelayanan
Ketenagakerjaan.
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
1. Ruang Pelayanan, Ruang Mediasi/Kaukus, Ruang Rapat;
2. Alattulis (kertas, bolpoint);
3. Komputer,
4. Printer,
5. Jaringan Intemet; dan
6. LCD Proyektor
Peringatan ' Pencatatan dan Pendataan

Apabila Mediator Hubungan Industrial tidak
melakukan verifikasi dan evaluasi terhadap maten
Perjanjian Kerja Bersama sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan, maka
akan berdampak pada SK Perjanjian Kerja

Dokumen SK Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama yang
diterbitkan tidak sesuai.

Bersama yang diterbitkan.
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Judul SOP

\jﬁé,catatan PKWT

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. | Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan  Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
Menjadi Undang-Undang;

2. | Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja Menjadi Undang-Undang;

3. | Peraturan Pemerintah Nomor 35
Tahun 2021 tentang Perjanjian
Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya,
Waktu Kerja dan Waktu Istirahat,
dan Pemutusan Hubungan Kerja;

. Pendidikan minimal sarjana atau diploma empat bidang

ilmu hukum, ekonomi, manajemen, administrasi, sosial
politik, psikologi, relasi industri, atau humaniora;
Mempunyai kemampuan untuk mengoperasionalkan
komputer dan akses internet;

Memiliki pengetahuan dan pengalaman dibidang
Ketenagakerjaan;

Mempunyai kemampuan dalam Teknologi Informatika.

dan
4. Peraturan Daerah  Kabupaten
Temanggung Nomor 5 Tahun 2022
tentang Pelayanan
Ketenagakerjaan.
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
1. Ruang Pelayanan, Ruang Mediasi/Kaukus, Ruang Rapat;
2. Alat tulis (kertas, bolpoint);
3. Komputer;
4. Printer; dan
5. Jaringan Internet.
Peringatan Pencatatan dan Pendataan
Apabila Mediator Hubungan Industrial tidak | Dokumen Bukti Pencatatan PKWT yang diterbitkan tidak sesuai.

melakukan pencatatan PKWT sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan, maka
akan berdampak pada dokumen Bukti Pencatatan
PKWT yang diterbitkan.
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PENCATATAN PKWT
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